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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan
yangharusdipenuh untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak
dapat terpenuhidalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan
transportasi untuk melakukanperpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ketempat yang lain denganmenggunakan kendaraan. Secara umum, di
Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut,
dan tansportasi udara.3 Dari ketiga jenistransportasi tersebut, transportasi
angkutan jalan darat merupakan media yang palingsering digunakan oleh
penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak
terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan
tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum
itu sendiri.Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan
salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting
karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang
mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu

negara akan terjadi suatu hubungan timbal arga negaranya sendiri. Dalam hal



tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan
hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat
dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara
itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum
kepada warga negaranya.Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan
hukum,selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan
hukum itu sendiri.

Pengertian Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman
kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan
berbagai ancaman dari pihak manapun.® Perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.?

1Satjipto Rahardjo. Loc Cit. him. 74
2Philipus M.Hdjon, Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia, Surabaya, PT llmu ,1987, him 25-30



Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam
hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang
dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama
manusia serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.* Menurut Setiono,
perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan
hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan
manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. *Menurut Muchsin,
perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan
menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup
antar sesama manusia.> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan
suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang

politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai

*CST Kansil. Loc Cit. him. 102
*Setiono.Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister IlImu Hukum
Program versitas Sebelas Maret. 2004. him. 3
5Muchsin.Op Cit. him. 14



perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum
digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara
hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan
mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer.filsuf
Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik
dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

Untuk dapat menempatkan segala permasalahan sesuai dengan porsinya,
setiap orang harus mengikuti hukum yang berlaku.Berikut ini adalah infografis
yang disadur dari hukumonline.com mengenai hubungan antara sopir ojek
dengan perusahaan ojek online yang saat ini marak di Indonesia terutama dikota-
kota besar.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran
yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan
hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu
perkara.Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum
melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah

dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah



dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi
hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.®

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara
profesional.Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan
tertib.Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan
hukum.Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum
merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya
kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat
mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi
manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan
menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan
perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem
raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam
kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan
terwujud tujuan hukum secara umum: Kketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa
undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-

aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

®Ibid. him. 44



dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 25
individu.Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum
mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara
terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-
undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan
hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang
telah diputuskan.’Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis
dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan
dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau

distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian

"peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. him.
157-158



hukum sangat penting.Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan
yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-
undang.Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan
demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat
yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.
Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah
dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara
pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila
lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak
mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal
oleh pengadilan tersebut.Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan
kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.®
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan
hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat
manusia serta pengakuan terhadahak asasi manusia di bidang hukum.Prinsip
perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan
konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.Sarana perlindungan

hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

®lbid. him. 159-160



B. Rumusan masalah
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan
rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1.  Apa saja perlindungan hukum yang dapat di terima oleh pekerja di PT.
GO-JEK Yogyakarta ?
2.  Bagaimana perlindungan hukum dan hak hak yang di terima oleh pekerja

di PT. GO-JEK Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan diatas, maka tujuan
penulisan ini adalah sebagai berikut
1.  Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pekerja
di PT. GO-JEK Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak hak yang diterima oleh

pekerja di PT. GO-JEK Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai tambahan
atau pengembangan ilmu terhadap teori yang sedang dikaji peneliti, yaitu
teori mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja

perusahaan.



Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi
bagi pihak perusahaan jasa yang diteliti dan selanjutnya dapat dijadikan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang dimaksud.
Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi

penelitian-penelitian berikutnya yang akan datang.



